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TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan
penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat
pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana
pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tentang Pedoman Penunjukan Hakim
Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Memperhatikan :

Menetapkan :

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor
4958);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim
Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4924);

Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
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